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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39/M-DAG/PER/8/2013

TENTANG

KETENTUAN SERTIFIKASI MANDIRI (SELF-CERTIFICATION)
DALAM KERANGKA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK

PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa dalam rangka memperkuat hubungan
perdagangan dengan meningkatkan kelancaran arus
barang melalui penerapan sistem Sertifikasi Mandiri
antara 3 (tiga) negara, Pemerintah Republik
Indonesia, Pemerintah Republik Demokratik Rakyat
Laos, dan Pemerintah Republik Filipina telah
menandatangani Memorandum of Understanding
among the Governments of the Participating Member
States of the Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) on the Second Pilot Project for the
Implementation of a Regional Self-Certification System,
pada tanggal 29 Agustus 2012 di Siem Reap,
Kamboja;

bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah
Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pengesahan
Memorandum  of  Understanding  among  the
Governments of the Participating Member States of the
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on the
Second Pilot Project for the Implementation of
a Regional Self-Certification System (Memorandum
Saling Pengertian Antarpemerintah Negara Anggota
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)
Peserta pada Proyek Percontohan Kedua untuk
Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri Kawasan);

bahwa  untuk melaksanakan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, perlu mengatur Ketentuan Sertifikasi
Mandiri (Self-Certification) Dalam Kerangka Proyek
Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem
Sertifikasi Mandiri;



Mengingat

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor 39/M-DAG/PER/8/2013

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang
Ketentuan Sertifikasi Mandiri (Self-Certification)
Dalam Kerangka Proyek Percontohan Kedua Untuk
Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri;

Bedrijfsreglementerings Ordonnantie Tahun 1934
(Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta
Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang
Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah
Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan
Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);

Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang
Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri
Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
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Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1995 tentang
Pengesahan Protocol to Amend the Agreement on the
Common Effective Prefential Tariff (CEPT) Scheme for
the ASEAN Free Trade Area (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 79);
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan  Kabinet Indonesia  Bersatu 1I
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 59/P Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pengesahan ASEAN Trade in Goods Agreement
(Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang
Pengesahan Memorandum of Understanding among the
Governments of the Participating Member States of the
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on the
Second Pilot Project for the Implementation of
a Regional Self-Certification System (Memorandum
Saling Pengertian Antarpemerintah Negara Anggota
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)
Peserta pada Proyek Percontohan Kedua untuk
Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri Kawasan)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 69);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan
Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem
Elektronik Melalui INATRADE Dalam Kerangka
Indonesia National Single Window;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;



Menetapkan

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor 39/M-DAG/PER/8/2013

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
TENTANG KETENTUAN SERTIFIKASI MANDIRI
(SELF-CERTIFICATION) DALAM KERANGKA PROYEK
PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN
SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari
daerah pabean.

2. Eksportir Produsen adalah Badan Usaha yang
melakukan produksi di wilayah negara Republik
Indonesia dan melakukan ekspor sendiri atas barang
produksi.

3. Eksportir Bersertifikat (Certified Exporter) yang
selanjutnya disebut EB adalah Eksportir Produsen
yang diberi kewenangan oleh Kementerian Perdagangan
untuk mengeluarkan Pernyataan Invoice (Invoice
Declaration) mengenai asal suatu barang yang
diekspor.

4. Sertifikasi Mandiri (Self-Certification) adalah skema
pernyataan asal barang dalam bentuk Pernyataan
Invoice (Invoice Declaration) yang dibuat oleh EB yang
akan melaksanakan ekspor barang.

5. Pernyataan Invoice (Invoice Declaration) adalah
pernyataan EB mengenai asal barang didalam invoice
sesuai dengan Memorandum of Understanding among
the Governments of the Participating Member States of
the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on
the Second Pilot Project for the Implementation of a
Regional Self-Certification System.

6. Verifikasi Asal Barang yang selanjutnya disebut VAB
adalah verifikasi yang dilakukan oleh Surveyor
terhadap Eksportir Produsen untuk mengetahui
keabsahan perusahaan dan dalam  rangka
pemenuhan kriteria asal barang.

7. Surveyor adalah perusahaan survey yang ditunjuk
oleh Kementerian Perdagangan untuk melakukan
VAB.

8. Sistem e-SKA Sertifikasi Mandiri (Self-Certification)
yang selanjutnya disebut e-SKA SM adalah sistem
informasi berbasis web yang berfungsi untuk
pendaftaran EB dan penerbitan/integrasi Pernyataan
Invoice (Invoice Declaration) yang diterbitkan oleh EB.
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Web Form adalah sebuah halaman atau form berbasis
web yang memungkinkan pengguna untuk menginput
data secara online.

Web Service adalah sebuah metode komunikasi
antara dua buah sistem dalam rangka pertukaran
data elektronik.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Direktur adalah Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor,
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri,
Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

Sertifikasi Mandiri untuk barang ekspor Indonesia
dalam bentuk Pernyataan Invoice hanya dapat
diterbitkan oleh Eksportir Produsen yang telah
mendapat penetapan sebagai EB.

Pernyataan Invoice sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berfungsi sebagai pernyataan asal barang.

Barang ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diproduksi dan diekspor sendiri oleh EB.

Pasal 3

EB harus menyertakan Pernyataan Invoice pada saat
melakukan ekspor barang.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 4

Pernyataan Invoice sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 hanya dapat digunakan untuk mengekspor
barang ekspor Indonesia ke negara sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ekspor barang Indonesia ke negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan
Pernyataan Invoice dari negara pihak ketiga.

Pernyataan Invoice sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 tidak dapat digunakan secara bersamaan
dengan Surat Keterangan Asal untuk kegiatan
transaksi ekspor barang yang sama.

Pasal 5

Penetapan sebagai EB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
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Direktur Jenderal mendelegasikan kewenangan
penerbitan penetapan sebagai EB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur untuk dan
atas nama Direktur Jenderal.

Pasal 6

Eksportir Produsen yang ingin mendapatkan
penetapan sebagai EB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus sebagai Produsen;
b. produsen pengguna SKA Form D yang rutin;
c. memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang

memahami ASEAN Trade in Goods Agreement
Rules of Origin (ATIGA ROO);

d. memiliki sistem Teknologi Informasi;
memiliki rekam jejak yang baik; dan
f. telah dilakukan VAB oleh Surveyor yang telah

ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kementerian Perdagangan.

Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal
Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Direktorat
Fasilitasi Ekspor dan Impor dapat meminta kepada
Eksportir Produsen yang ingin mendapatkan
penetapan sebagai EB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk memberikan paparan atau prospektus
mengenai barang ekspornya.

Untuk mendapatkan penetapan sebagai EB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Eksportir
Produsen harus menyampaikan permohonan melalui
e-SKA SM kepada Direktur dengan melampirkan
dokumen sebagai berikut:

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin
usaha sejenis dari Instansi yang berwenang;

b. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha yang
sejenis dari instansi yang berwenang;

Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Surat pernyataan bersedia diaudit; dan

Nama penanda tangan dan contoh tanda tangan
paling banyak 3 (tiga) orang yang berwenang
untuk menandatangani Pernyataan Invoice.

o

-0 o0

Pasal 7

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3) Direktur menugaskan Surveyor
yang telah ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Kementerian Perdagangan untuk melakukan
VAB.
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Hasil VAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk laporan hasil VAB.

Laporan hasil VAB sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) memuat data paling sedikit mengenai:

a. nama perusahaan;

b. alamat perusahaan;

c. nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

d. uraian barang;

e. nomor Harmonized System (HS) berdasarkan
informasi dari Eksportir Produsen;

f. satuan jenis barang; dan

g. pemenuhan kriteria asal barang.

Bentuk laporan hasil VAB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Laporan hasil VAB sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak selesainya proses VAB.

Laporan hasil VAB sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Direktur sebagai dasar
pertimbangan untuk penerbitan penetapan sebagai
EB.

Laporan hasil VAB sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan dokumen pendukungnya harus disimpan
dengan masa penyimpanan paling singkat 3 (tiga)
tahun terhitung sejak laporan hasil VAB diterbitkan.

Masa berlaku laporan VAB selama 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 8

Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan
penetapan sebagai EB dalam jangka waktu paling
lama S (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
diterima secara lengkap dan benar.

EB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal
diterbitkan dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

Biaya untuk VAB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) tahun berjalan.

Apabila biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah habis, dan masih terdapat Eksportir Produsen
lain yang mengajukan permohonan untuk
mendapatkan penetapan sebagai EB, biaya VAB
dibebankan kepada Eksportir Produsen.
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(3) Apabila anggaran tahun berjalan telah habis, dan EB
ingin menambahkan barang ekspor lainnya untuk
dilakukan VAB, biaya VAB dibebankan kepada
Eksportir Produsen pemilik EB.

(4) Proses VAB untuk Eksportir Produsen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh
Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) selama tahun berjalan.

(5) Biaya VAB yang dibebankan kepada Eksportir
Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) ditentukan berdasarkan kesepakatan
Eksportir Produsen dan  Surveyor dengan
memperhatikan azas manfaat.

Pasal 10

Eksportir Produsen yang ingin melakukan perpanjangan
EB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib
dilakukan VAB ulang setiap 2 (dua) tahun dengan biaya
dibebankan kepada Eksportir Produsen pemilik EB.

Pasal 11

(1) Penerbitan Pernyataan Invoice sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 harus menggunakan
e-SKA SM melalui alamat web
http:/ /sm.e-ska.kemendag.go.id.

(2) e-SKA SM menyediakan metode input data
Pernyataan Invoice menggunakan web form atau web
service yang terintegrasi dengan sistem penerbitan
Pernyataan Invoice di internal EB.

(3) EB berhak memilih metode input data Pernyataan
Invoice sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
menerbitkan Pernyataan Invoicenya.

(4) Bentuk Pernyataan Invoice yang diterbitkan dengan
menggunakan metode input data web form
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Elemen data dalam Pernyataan Invoice sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menggunakan standard dari
World Customs Organization (WCO) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6) Pernyataan Invoice yang diterbitkan dengan
menggunakan metode input data web service
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan
elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
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Pasal 12

Pernyataaan invoice sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 harus dicetak pada kop perusahaan EB dan
ditandatangani oleh petugas yang berwenang untuk
menandatangani Pernyataan Invoice serta telah dicap
basah.

Di dalam Pernyataan Invoice sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 harus mencantumkan data dan
keterangan paling sedikit mengenai:

a. uraian barang, Pos Tarif/Kode HS 8 (delapan)
digit negara tujuan ekspor; dan
b. kalimat:

“The exporter of the product (s) covered by this
document (Certified Exporter Authorization Code....)
declares that, except where otherwise -clearly
indicated, the products (HS Code/s:...... ) satisfy the
Rules of Origin to be considered as ASEAN
Originating Products under ATIGA (ASEAN country
of origin:  ....eeeeeeieieiiiiienann. ) with  origin

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Signature Over Printed Name of
the Authorized Signatory"

c. Kode autentik untuk identifikasi barang ekspor
yang telah ditentukan oleh Kementerian
Perdagangan dalam sistem e-SKA SM.

Pasal 13

Pernyataan Invoice sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak
tanggal diterbitkan.

Pernyataan Invoice sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan dokumen pendukungnya harus disimpan
dengan masa penyimpanan paling singkat 3 (tiga)
tahun terhitung sejak Pernyataan Invoice diterbitkan.

Pasal 14

Nama perusahaan, nomor TDP, domisili perusahaan,
daftar nama penandatangan dan contoh tandatangan
paling banyak 3 (tiga) orang yang berwenang untuk
menandatangani Pernyataan Invoice, nomor EB termasuk
masa berlakunya, dan daftar barang ekspor harus
disampaikan oleh Direktur ke Sekretariat The Association
of Southeast Asian Nations (ASEAN).
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Pasal 15

(1) EB wajib menyampaikan laporan:

a. perubahan data perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), jika ada
perubahan;

b. perubahan dan/atau pembatalan Pernyataan
Invoice yang telah diterbitkan, jika ada perubahan
dan/atau pembatalan;

c. perubahan proses produksi dan asal bahan baku,
jika ada perubahan; dan/atau

d. penambahan barang ekspor dalam Pernyataan
Invoice, jika ada penambahan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kementerian Perdagangan
melalui e-SKA SM segera setelah terjadi perubahan,
pembatalan, dan/atau penambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

(1) Penetapan sebagai EB tidak dapat diperpanjang
apabila Eksportir Produsen pemilik EB tidak
melakukan VAB ulang setiap 2 (dua) tahun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Penetapan sebagai EB dicabut apabila Eksportir
Produsen pemilik EB:

a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1);

b. melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan kriteria
asal barang sebagaimana tercantum = dalam
Pernyataan Invoice berdasarkan hasil pemeriksaan
pihak Kementerian Perdagangan dan/atau pihak
kepabeanan negara tujuan ekspor;

c. melakukan  pelanggaran di  bidang  ekspor
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
dan/atau

d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas
tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan
dokumen ekspor.

Pasal 17
Pencabutan penetapan sebagai EB sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan oleh
Direktur untuk dan atas nama Direktur Jenderal.
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Pasal 18

Eksportir Produsen yang telah dicabut EBnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat mengajukan
kembali permohonan penetapan sebagai EB paling cepat
1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

Pasal 19

Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Kementerian
Perdagangan melakukan pembinaan kepada EB dalam
rangka pemenuhan asal barang dan verifikasi dari negara
tujuan ekspor.

Pasal 20

Pengawasan terhadap ekspor barang dengan
menggunakan Pernyataan Invoice dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dievaluasi 1 (satu)
tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Agustus 2013

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39/M-DAG/PER/8/2013

TENTANG
KETENTUAN  SERTIFIKASI MANDIRI  (SELF-CERTIFICATION) DALAM

KERANGKA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN SISTEM
SERTIFIKASI MANDIRI

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : DAFTAR NEGARA DALAM KERANGKA PROYEK
PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN
SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI.

2. LAMPIRAN I : BENTUK LAPORAN HASIL VERIFIKASI ASAL
BARANG (VAB).
3. LAMPIRAN Il : BENTUK PERNYATAAN INVOICE.

4. LAMPIRAN IV : ELEMEN DATA PERNYATAAN INVOICE
BERDASARKAN WORLD CUSTOM ORGANIZATION
(WCO).

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Sahl;xafﬁ:ﬁsuaj dengan aslinya
7 Sekretarlat Jenderal

/ Keme[nterlan Perdagangan

el Kepala Blro Hukum

e LASMININGSIH



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39/M-DAG/PER/8/2013

TENTANG

KETENTUAN  SERTIFIKASI MANDIRI  (SELF-CERTIFICATION) DALAM
KERANGKA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN SISTEM
SERTIFIKASI MANDIRI

DAFTAR NEGARA DALAM KERANGKA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA
UNTUK PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI

NO. NAMA NEGARA
(" Filipina
2. Laos

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Sal}p esuai dengan aslinya
%ii?tanat Jenderal

.....

“Perdagangan
FK palaf B\II‘O Hukum,




LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39/M-DAG/PER/8/2013

TENTANG

KETENTUAN  SERTIFIKASI MANDIRI  (SELF-CERTIFICATION) DALAM
KERANGKA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN SISTEM
SERTIFIKASI MANDIRI

BENTUK LAPORAN HASIL VERIFIKASI ASAL BARANG
(VAB)

Laporan Hasil Verifikasi Negara Asal Barang
(VAB)
IO ssvssssessass oy sowa s s s s S RS SR SV TSN T E0

Dengan ini menyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi kriteria keasalan barang atas:

Nama Perusahaan B ioteeesaiase RS T T T A S N S A T
Alamat Perusahaan e e e R S R T R S R S T
Nomor Tanda Daftar Perusahaan Bl i lemtetacinseeinetomnesvinssceEnSy i AR iSRS bt
Uraian Barang O e S e R P S
Nomor HS B et 0 R A A TN SR A
Satuan Jenis Barang R R R T R R S S SRR S
Pemenuhan Kriteria Asal Barang B rmsarevate S 85 15 TR T AT

Jakarta, ....oooeiiii

(nama Perusahan Surveyor)

(nama Verifikator/Pejabat berwenang)

No. induk Pegawai

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Sallnanhs\sual dengan aslinya ttd.

n\fSekre;anat Jenderal
K/éme]n\terlan Perdagangan

GITA IRAWAN WIRJAWAN

‘”’f T LASMININGSIH




LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39/M-DAG/PER/8/2013

TENTANG

KETENTUAN  SERTIFIKASI MANDIRI  (SELF-CERTIFICATION) DALAM
KERANGKA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN SISTEM
SERTIFIKASI MANDIRI

BENTUK PERNYATAAN INVOICE

Document Identifier Code: ... oucveruinaneens
INVOICE DECLARATION
1. Exporter's business name, address, country: 3. No INVOICE
Date of INVOICE
Credit IsSUINg Bank ! oo creeececneee
2. Consignee's name, address, country: 4. Means of transport and route (as far as known):
Departure Date
Vessel name/Aircraft :
No BL/AWB
Port of Loading
Port of Discharge
Item HS Code e Origin ) e
s 3 Description of goods G Quantity Unit Price Amount
Number [ Sub pos 8 Digit Criterion
Total
Remark: Shipping Marks:
Declaration:
The exporter of the product (s) covered by this document
(Certified Exporter Authorization Code..............)
declares that, excpet where otherwise clearly indicated,
the products (HS Code/s:... -
satisfy the Rules of Origin to be ccnsldered as ASEAN Orlgmatl ng Prod ucts under ATIGA
(ASEAN country of OrigiNi s esisessiene s )
WITh OFgIN CTITeTi@ s coreseestene srvaessseens semsssnens e 7
Name & Authorized Signature

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Sah,n/a:nrzsesual dengan aslinya
Y/ Sekretarlat Jenderal ttd.
Kemen‘nﬁnan Perdagangan

Kei)ala BII'O Hukum

GITA IRAWAN WIRJAWAN

pN ;-.-LAéMININGSIH



LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39/M-DAG/PER/8/2013

TENTANG

KETENTUAN  SERTIFIKASI MANDIRI  (SELF-CERTIFICATION) DALAM
KERANGKA PROYEK PERCONTOHAN KEDUA UNTUK PELAKSANAAN SISTEM
SERTIFIKASI MANDIRI

ELEMEN DATA PERNYATAAN INVOICE BERDASARKAN
WORLD CUSTOM ORGANIZATION (WCO)

WORLD CUSTOM ORGANIZATION (WCO)

DATA MODEL FOR INVOICE
WCO Data Model Indonesia Invoices Data Format
Field Name Field Field Name Field | Data Format
Description Description | Type
Document Name Free text name
of a document
such as
'Proforma Document Name of a
invoice', Type Name | document String an..35
Invoice Issuer. Name and
Party address of the Name of
Identification.Text | party issuing Invoice party issuing
an invoice. Issuer Name | invoice String an..50
Invoice Issuer. Name and
Party address of the | Invoice Address of
Identification.Text | party issuing Issuer party issuing
an invoice. Address invoice String an..100
Invoicee. Party Name and
Identification.Text | address of the Name of
party to whom party
an invoice is Invoicee receiving
issued. Name invoice String an..50
Invoicee. Party Name and
Identification.Text | address of the address of
party to whom party
an invoice is Invoicee receiving
issued. Address invoice String an..100
Notify Party. Party | Name and Name and
Identification.Text | address of a address of
party to be Invoice party to be
notified. Notify Party | notify String an..150
Invoice Document. | Reference
Identifier number to Number
identify an Invoice assign to
invoice Number document String an..10
Invoice Document. | Date of issue Date of
Issue.Date Time of an invoice issuance of
the
Invoice Date | document Date an..18




Goods Item.
Description. Text

Plain language
description of
the nature of a
goods item
sufficient to
identify it for
customs,
statistical or
transport

purposes.

Invoice ltem
Description

Goods
description

String

an..50

Quantity. Quantity

Numeric
representation
of a quantity
value.

Invoice Iltem
Quantity

Quantity of
goods

Integer

Measurement.
Unit.Code

Indication of a
unit of
measurement
in which
weight (mass),
capacity,
length, area,
volume or
other quantity
or
measurement is
expressed.

Invoice Item
Quantity

Type

Type of
quantity

String

Total
Quantity

Total
quantity in an
invoice

Integer

Line Item. Unit
Price.Amount

Price per unit
of quantity on
which an
article item
amount is
calculated.

Invoice Item
Unit Price

Price per unit

Integer

n..18

Invoice. Line Item.

Amount

Total sum
charged with
respect to a
single line item
of an invoice

Invoice item
Amount

Total
monetary
amount per
item

Integer

n..18

Currency. Text

The name or
symbol of a
monetary unit
Or currency.

Currency
Identifier

Specifying a
monetary
unit

String

an..3

Invoice.
Total. Amount

Amount,
debited by the
seller and
being the total
of related
article item
amounts in a
commercial
invoice.

Total
Amount

Total
monetary
amount

Integer

n..18




Proof that a

Document.
Authentication. Text | document has
been
authenticated
indicating Signature of
where personnel
appropriate the | Signature of | who
authentication | Authorized | authorized
party Personnel the order String an..35
qud§ Item. Free form
Shipping description of Specify
Marks.Text the marks and marking
numbersona | Shipping identification
transport unit | Mark for the whole
or package. Description | invoice String an..70
Additional Identifier of a
Document. document
Identifier providing
additional
information.
Free Text.Text Free form text.
Identifying
place of
delivery
relevant to
Remarks delivery term | String an..100
Consignment. Name of a
Loading seaport,
Location.Text airport, freight
terminal, rail
station or other
place at which
goods are
loaded onto the
means of Place where
transport be}ng goods are
useq for their Port of loaded into
carriage Loading vessel String an..50
Consignment. Name of a
Unloading seaport,
Location. Text airport, freight
terminal, rail
station or other
place at which
goods are
unloaded from
the means of
transport Place where
having been goods are
used for their Port of discharge
carriage Discharge from vessel String an..50




Transport Means.

To identify a

Identifier specific means
of transport
such as the
International
Maritime
Organisation Name of
number of a means of
vessel Vessel Name | transport String an..35
Transport Means. To identify a
Journey.Identifier | journey ofa
means of
transport, for
example
voyage
number, flight Identity of
number, trip Voyage means of
number. Number transport String an..5
Transport Means. Date and or
Estimated time when a Estimated
Departure.Date transport departure
Time means is Estimated time of
scheduled to Departure means of
depart. Time transport Date an..18
Documentary Name and
Credit Issuing address of a
Bank. Party bank issuing a Name of
Identification.Text | documentary Credit bank issuing
credit issuing Bank | credit String an..35

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

S@.ltﬁual dengan aslinya

( Sekretar;gt Jenderal

.LA—SMININGSIH

GITA IRAWAN WIRJAWAN

ttd.




